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ABSTRAK

Pemerintah mengeluarkan berbagai reformasi kebijakan perpajakan dengan
tujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan
tersebut adalah mengatur tentang Program Pengungkaan Sukarela (PPS), dimana
salah satu kebijakan dalam PPS adalah mengenai penghapusan sanksi pajak.
Perubahan perundang-undangan perpajakan khususnya undang-undang tentang
ketentuan umum dan tatacara perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan
keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian
dan penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi
Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial maupun
simultan.

Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarkan
kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar yang
diperoleh melalui perhitungan rumus slobin menggunakan teknik pengambilan
sampel yaitu random sampling. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif
dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linier berganda, uji
t dan uji f dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 22.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela
(PPS) dan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak baik secara simultan maupun parsial.

Kata kunci: Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sanksi Pajak, Kepatuhan
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ABSTRACT

The government issued various tax policy reforms with the aim of
encouraging national economic recovery. One of these policies is to regulate the
Voluntary Silencing Program (PPS), where one of the policies in the PPS is
regarding the elimination of tax sanctions. Changes in tax legislation, especially
laws on general provisions and tax procedures, are intended to provide more
justice, improve services to taxpayers, increase certainty and law enforcement,
increase openness of tax administration and improve taxpayer compliance. The
purpose of this study is to find out how much influence the Voluntary Disclosure
Program and Tax Sanctions have on Individual Taxpayer Compliance partially or
simultaneously.

This study analyzed primary data from a questionnaire distributed to 100
individual taxpayers registered at KPP Pratama Gianyar which was obtained
through the calculation of the slobin formula using a sampling technique, namely
random sampling. This type of research is descriptive quantitative by using data
analysis methods, namely multiple linear regression analysis, t test and f test using
spss application version 22.

The results of this study show that the Voluntary Disclosure Program (PPS)
and Tax Sanctions have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance
both simultaneously and partially.

Key words: Voluntary Silencing Program, Tax Sanction, Taxpayer Compliance
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BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Salah satu kebijakan terbaru yang dikeluarkan pemerintah khususnya
dibidang perpajakan adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UUHPP) yang dimana didalamnya terdapat kebijakan mengenai
Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Perubahan perundang-undangan
perpajakan khususnya undang-undang mengenai ketentuan umum dan
tatacara perpajakan bertujuan untuk lebih memberikan keadilan,
meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan
penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar
terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa
dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau
modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku (Prabandaru, 2019). Kesuksesan dalam penyelenggaraan kebijakan
perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi karena
kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap besarnya jumlah penerimaan pajak. Saat ini Indonesia menerapkan
sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,

menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Wajib pajak



bertanggung jawab untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara
akurat dan tepat waktu, oleh sebab itu diperlukan kepatuhan perpajakan yang

tinggi agar penerimaan pajak optimal.

Saat ini penerimaan pajak di Indonesia dapat dikatakan kurang optimal
karena masih rendahnya rasa patuh wajib pajak untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan secara sukarela. Kondisi kepatuhan wajib pajak yang
masih rendah dapat dilihat dari sedikitnya wajib pajak yang patuh untuk
melaporkan kewajiban pajaknya. Berikut ini adalah tabel tingkat kepatuhan
wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar pada tahun 2017 sampai

dengan 2021.

Tabel 1.1
Data Kepatuhan KPP Pratama Gianyar tahun 2017-2021

Jumlah WP Jumlah WP WP Orang Tingkat

Tahun Orang Orang Pribadi  Pribadi Lapor Kepatuhan

Pribadi Berstatus SPT (orang)

Terdaftar Efektif

(orang)
2017 157.062 75.617 72.270 46,01%
2018 168.208 82.390 71.087 42,26%
2019 181.626 94.084 69.949 38,51%
2020 285.506 101.659 83.680 29,30%
2021 294.973 106.994 61.918 20,99%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2022

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan tingkat kepatuhan
wajib pajak dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebesar 21,02%. Berdasarkan
tingkat kepatuhan tersebut dapat diketahui terdapat selisih sebesar 74,98%

wajib pajak orang pribadi yang belum melaksanakan kewajiban untuk



menyampaikan SPT pada tahun 2021. Jika dilihat dari angka tersebut maka

ketidakpatuhan wajib pajak dapat dikatakan tinggi.

Berdasarkan fenomena di atas, pemerintah dinilai perlu untuk segera
menerbitkan reformasi pada bidang perpajakan, baik berupa reformasi
kebijakan perpajakan maupun reformasi administrasi perpajakan. Sebab
reformasi perpajakan merupakan suatu elemen penting dalam rangka

meningkatkan penerimaan pendapatan pajak.

Pemerintah mengeluarkan berbagai reformasi kebijakan perpajakan
yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca
Pandemi Covid-19. Pada 2021 pemerintah menerbitkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Salah satu isi dari UU HPP ini adalah mengatur tentang Program
Pengungkaan Sukarela (PPS). Perubahan Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
Sedangkan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berlaku mulai

1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) merupakan pemberian
kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan
kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui
pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Secara umum PPS adalah
kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang tidak

patuh untuk memperbaiki kewajiban perpajakannya agar sesuai dengan



ketentuan dan aturan yang berlaku. Program ini dibuat berdasarkan asas
kesederhanaan serta kemanfaatan dan kepastian hukum dengan tujuan untuk

mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.

Terdapat dua kondisi yang melatarbelakangi terciptanya Program
Pengungkapan Sukarela (PPS) diantaranya, kondisi pertama masih terdapat
peserta pengampunan pajak yang belum mengungkapkan seluruh asset pada
saat pengampunan pajak. Kondisi kedua masih terdapat wajib pajak yang
belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016

sampai dengan 2020.

Pada pengaturan sebelum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, kondisi pertama peserta tax amnesty (TA) baik orang pribadi
maupun badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam Surat Pernyataan
Harta (SPH), apabila ditemukan oleh DJP maka akan dianggap sebagai
penghasilan dan dikenakan PPh Final 25% untuk wajib pajak badan, 30%
untuk wajib pajak orang pribadi, 12,5% wajib pajak tertentu dari Harta Bersih
Tambahan (PP-36/2017) serta ditambah sanksi 200%. Sedangkan kondisi
kedua bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilan
tahun pajak 2016-2020 sesuai ketentuan akan dikenakan PPh sesuai dengan

tarif yang berlaku ditambah dengan sanksi administrasi.

Selain reformasi berupa perubahan Undang-Undang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan dan Program Pengungkapan Sukarela, sanksi pajak juga

merupakan faktor penting dalam rangka meningkatkkan kepatuhan pajak.



Pada penelitian yang dilakukan oleh Alifiyah dan Latifah (2017) menyatakan
wajib pajak telah mengetahui bentuk sanksi yang diberikan apabila
melanggar aturan perpajakan sehingga presepsi wajib pajak terhadap sanksi

pajak cenderung merugikan dan menakutkan.

Sejalan dengan tujuan dari program ini yaitu, diharapkan mampu
memulihkan ekonomi dengan titik fokus perbaikan defisit anggaran serta
meningkatkan rasio pajak yang tidak lain dengan cara menerapkan kebijakan
peningkatan Kinerja penerimaan pajak, melakukan reformasi administrasi
perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip keadilan dan
kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan kepatuhan pajak secara
sukarela membuat penelitian ini sangatlah penting untuk dilakukan untuk
melihat bagaimana pengaruh yang ditimbulkan oleh Program Pengungkapan

Sukarela dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela
(PPS) dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi Kasus
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka yang
menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gianyar?



2. Bagaimana pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi di KPP Gianyar?

3. Bagaimana pengaruh Program Pengungkapan Sukarela dan Sanksi Pajak
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Gianyar?

Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari
pelebaran pokok bahasan dalam penelitian, serta agar penelitian berjalan lebih
terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Luas lingkup penelitian hanya meliputi informasi mengenai Program
Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak

2. Hubungan antara Program Pengungkapan Sukarela dan Kepatuhan Wajib
Pajak

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan program pengungkapan sukarela

terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar.

b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan waijib

pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar.

c. Untuk mengetahui pengaruh program pengungkapan sukarela dan sanksi

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Gianyar.



2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan informasi terkait dengan Pengaruh
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak dalam rangka
meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik secara simultan maupun parsial.
Serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya apabila ditemukan

fenomena serupa.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan
Dalam penelitian ini maka dapat ditarik simpulan:

1. Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena Program Pengungkapan
Sukarela (PPS) ini merupakan kesempatan yang bagus bagi wajib pajak
untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Salah satu keuntungan
bagi peserta program pengungkapan sukarela ini adalah terhindar dari
sanksi pasal 18 (3) UU TA, bagi peserta yang mengikuti kebijakan
pertama. Sedangkan bagi peserta yang mengikuti kesempatan kedua
juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan tarif PPh
final rendah apabila sebagian hartanya diinvestasikan dalam
SBN/hilirisasi/renewable energy. Dengan adanya program tersebut
wajib pajak menjadi lebih antusias dalam melaporkan kewajiban
perpajakannya sehingga secara langsung meningkatkan kepatuhan
perpajakannya.

2. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak karena sanksi pajak dijadikan salah satu faktor penentu
yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sanksi
baik berupa sanksi adminstrasi maupun sanksi pidana dapat memaksa
wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena

apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan dengan baik maka



wajib pajak akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Wajib
pajak tentunya akan bersikap patuh untuk membayar pajak apabila
sanksi pajak tersebut dianggap lebih merugikannya, semakin berat
pelanggaran yang dilakukan maka sanksi pajak yang dikenakan akan
semakin berat tentunya.

3. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan Sanksi Pajak berpengaruh
dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan karena
dengan dihapuskannya sanksi pasal 18 (3) UU TA bagi peserta Program
Pengungkapan Sukarela (PPS) kebijakan pertama dapat meningkatkan
minat wajib pajak untuk mengikuti PPS sehingga dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Selain itu dengan adanya sanksi administrasi
berupa denda memaksa wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya sehingga tujuan dari pemerintah dapat tercapai.

B. Implikasi
Implikasi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis implikasi,

yaitu implikasi secara teoritis dan implikasi secara praktis.

1. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya
implikasi penelitian secara teoritis pada penelitian ini adalah:

a. Berdasarkan hipotesis pertama dari penelitian ini (H1) Program
Pengungkapan Sukarela (PPS) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut
didukung oleh teori dari penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Irawan dan Raras (2021) yang berjudul “Program
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Pengungkapan Sukarela dalam Rangka Meningkatkan
Kepatuhan Pajak dimasa Pandemi Covid-19”. Dalam penelitian
yang dilaksanakan melalui webminar dengan umpan balik
kepada para peserta dapat diketahui bahwa webminar seperti ini
sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan praktik
perpajakan khususnya terkait dengan program pengungkapan
sukarela. Selanjutnya, PPS ini hendaknya didukung oleh seluruh
wajib pajak sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai yaitu
penerimaan pajak yang optimal melalui peningkatan kepatuhan.
. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sanksi pajak dapat
memaksa wajib pajak untuk memenuhi  kewajiban
perpajakannya sehingga dapat terhindar dari sanksi. Hal ini
didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Sudiartini et al (2017) yang berjudul “Pengaruh Reformasi
Administrasi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Sanksi
Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar” berdasarkan Hasil
penelitian menyatakan bahwa sanksi perpajakan mempunyai
hubungan searah dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka

tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi pula.



11

2. Secara praktis sosialisasi mengenai kebijakan atau peraturan terbaru
khususnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dinilai masih
kurang, dibutuhkan penyuluhan atau seminar kepada masyarakat
khususnya yang tinggal di desa dan masih mengalami kendala akses
internet agar program program yang telah dibuat tepat sasaran serta
bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu kemungkinan
masih terdapat aspek lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak, sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan variabel
lain yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi di KPP Pratama Gianyar.

C. Saran

Melalui penelitian ini, diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat
saling membantu dalam hal menginformasikan program serta aturan-aturan
terbaru mengenai perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga
tujuan pemerintah untuk memulihkan ekonomi dengan titik fokus perbaikan
defisit anggaran serta meningkatkan rasio pajak dengan cara menerapkan
kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, melakukan reformasi
administrasi perpajakan, menciptakan sistem perpajakan dengan prinsip
keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, serta meningkatkan
kepatuhan pajak secara sukarela dapat tercapai. Untuk penelitian
selanjutnya diharapkan bisa melanjutkan penelitian ini dengan kebijakan

terbaru serta variabel yang lebih beragam.
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